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PENDAFTARAN



IJAKAN KPU DALAM VERIFIKASI PARPOL PASCA PUTUSAN MK
NO.53/PUU-XV/2017(Pasal 173 Ayat 1 UU No.7/2017)

. Anggaran
Ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan Verifikasi Partai Politik yang memerlukan
anggaran yang cukup besar dikarenakan metode yang dilakukan adalah face to face
(bertatap muka langsung) dengan kondisi geografis dan cakupan wilayah Kecamatan dan
Kelurahan di setiap Kab/Kota yang berbeda-beda.

. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan jumlah personil dalam melaksanakan verifikasi faktual di KPU
Kabupaten/Kota karena data keanggotaan yang harus diverifikasi adalah 1.000 anggota
atau 1/1000 dari jumlah penduduk di Kab/Kota, hal yang perlu diperhatikan juga adalah
kondisi geografis dan cakupan wilayah Kecamatan dan Kelurahan di setiap Kab/Kota yang
berbeda-beda.

. Waktu

Keterbatasan waktu yang dimiliki KPU sebagai penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan
Verifikasi Partai Politik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dimana diatur dalam
ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa
penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2019 paling lambat 14 (empat belas)
bulan sebelum hari pemungutan suara, KPU hanya memiliki waktu kurang dari | (satu)
bulan dalam pelaksanaan Verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2019.



PENDAFTARAN PARTAI POLITIK
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PENDAFTARAN PARTAI POLITI

. KPU mengumumkan pendaftaran melalui media cetak, media
elektronik, papan pengumuman, dan laman KPU pendaftaran Partai
Politik calon Peserta Pemilu selama 3 (tiga) hari.

. Pengumuman pendaftaran memuat informasi:
a. waktu penyerahan dokumen persyaratan;
b. tempat penyerahan dokumen persyaratan;

c. tempat penyerahan bukti keanggotaan Partai Politik dan salinan
kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan; dan

d. dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik.
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PENDAFTARAN PARTAI POLITI

3. Waktu pendaftaran
a. Pendaftaran dibuka selama |14 (empat belas) Hari.

b. pendaftaran Partai Politik calon Peserta dengan
jadwal sebagai berikut:

|) hari pertama sampai dengan hari ketiga belas
dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan
pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; dan

2) hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai
pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 WVaktu
Indonesia Barat.
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PENDAFTARAN PARTAL PO USRS

4. KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima penyerahan  bukti
keanggotaan Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk
elektronik atau Surat Keterangan dengan jadwal sebagai
berikut:

a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan
mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu
setempat; dan

b. hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00
sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat


../BAHAN FASLILITATOR/Flow Tahap2 New.jpg

KOMIS] PEMTLIFAN LML
REPUBLIK FNDONESIA

Hamoe BS /P01, 1-50/0 VKR L/2017 Jukorta, 1k Dittober 3017
Silmt Sagera
Lampiran

Panhal Pardaftaran Axhir Partai Poltik

Pesorta Pemiluy Tafun 2011,

it 1 Ketua KPU PravinsiKIP Aceh
1 Hatus KPLVKIF Kabapaleniota
di-
Saurah Endonesis

i kemball Surat KPU Nomor - SBO&RLO1 1-SO0AKFU
R2017 tanggal 12 Oktober 2017 dan menyikapi skan berakhimya masa
pendaftaran pansl poitk calon peseds Pemiu Tahun 2018, dengan mi
disampaican penjalasar sebaga barkut ©
1. Pada prinsipnya pendaltwan parial pofiik calon peserta Pemilu Tahun
2048 merjadi kewenangan Penguris Panai Poltk Tingkat Pusat,
sadsnghkan  kEpengunssan  partsl  politk  fingkal  Wabupatenfots
mempunyil kews|itian menyerahkan daftar rama anggotas partal poktk
=aa salinan KTA dan KTP EEkironik/Gurst Kolerangan yang jumishnyg
sama dengan [umlah prggots partsd polilk yang disampalan aleh
Penguus Partai Poltk Tingkat Pusat kepada KPL. Selanjusoys KPIVKIP
Katupaten®ots meranma dafiar nama anggota patai polih serts
galingn KTA dan KTP Elrkirondk/Surat Keterangan yarg diserablan gleh
Pengurus Parai Pollik Tinghs! Mobupaler/Kota, fidak perlu hanie
merunggu KPU mamberikan tanda terima Modsl TT KPU-PARFOL
sebagai bukB bahwa perdaftaran iolah dierme dan memeruhl
perwyaratan
2 Pada prirsiprya apabla jumiah dafter nama anggots paris politik seria
salnan KTA dan BTP Elekdronic/Surat Kelermngan yang dearahkan olsh
Pengunes Partm Politk Tingkal Kabupaten®ola befum sesum dangan
juirish Enggots parial polik yarg demnpakan oleh Penguius Padal
Poitik Tingkal Pusal, tetapi telah memeruhi paling sedit 1.000 atea
1,000 dari umiah penduduk i katupaleniiota yang barsangiodan
sebagaimana dimsisud dalam Keputusan KPU Nomor - 1BSIHE.03.1-

Kt 0MKPUNRZ0MT tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan
serta Jumiah Penduduk Setiap Ksbupaleniola o Setiap Provinsi
diterima dengan kewajiban untuk melengkapi sempai dengan batas akhir
wakiu pandaftaran tanggal 16 Oktobar 2017 pukul 24 00 wakiu setempat.

Uinuk memberikan parlakuan yang setara bags partal poliik yang sudah
datang melakukan pendaftaran pada akhir masa pendaftaran o KPLU
tanggal 18 Oktober 2017 sampal dengan pukul 24 .00 WIB dan apabiia
partal politik yang bersanghutan masi melengkapl dokumen persyaratan
atau sedang melengkapl data dafam Sipol, KPU menempuh kehijakan
webagai berikut

a. Apabida sesual hasil pemoriksasn dokumen persyaralan pendaftsrsn
yang digampadan oleh Pengurus Paral Folitik Tingkat Pusat masih
terdapal kekurangan berkas atau  belum  mengisl  atsu  Belurm
mengupload berkas ke dalam Sipol, Partai Politik yang bersangkutan
masih diber kessmpatan untul melengkepl dalam wekid 1 x 24 jam
tarhitung eajak berakhimya wakty pendaflaran fanggal 16 Oldober
2047 pubul 24.00 WIB

b. Menagaskan kembali terhadap maksud ketentian lersebul pada
angka 2 bahwa KPUKIP HKabupalen/Kota menenma dafiar nama
anggota partai palitik sera salnan KTA dan KTP Elextronik/Surat
Keterangan yang diserabkan oleh Pengurus Parai Politkc Tingkat
Kabupaten/ota pasng lambat tanggal 18 Okiober 2017 pukul 24,00
wiakiu sstempat, namuen dengan memperhatikan situas! manghadapd
akhir masa pendafiaran, spabila jumiah dafis nama anggota partsl
palitik yang diserahkan fidak sesual dengan jumiah daftar nama
anggota partai polik yang disampakan oleh Penguns Paral Poltik
Tingkat Pusal hepada KPU sebagaimana ferera dalam  Sipal,
Pengurus Partal Poltih Tingka! Kabupaten/ofa yang bersanghkutan
miasih diber kesempatan wuniuk melengkapl dalem wakiu 1 = 24 jam
terhitung sefak berakhirma wakiu penyerahan dokemen persyaralan
tanggal 168 Okiober 2017 pukul 2400 wakiu setempat Apabila
Pengurus Paral Politk Tingkal Kabupatenols ldak mampy
melengkapl sesual jumlah yang diajukan oleh Pengurus Partai Politic
Tingkat Pussl kepada KPU sampal dengan tenggat wakiu 1 x 24 jam
tersebul, daftar nama anggota parts poltik sera salinan KTA dan
KTF Elsktronik/Surat Keoterangan ietap dierima sapanjang ielah
memenubi persyaratan paling sedikit 1.000 atau 111.000 dari jumiah
penduduk  di  kabupatenkata yang  bersangkitan  cebagaimana
dimaksud dalam Kepulusan KPL Nomor | TGEHF03, 1-KetDIrPur
2047




KPUWKIP Kabupater/Kota tetap menyimpan daflar nama anggota partai
politik sens salinan KTA dan KTP Elekironk/Sural Keterangan yang telah
diterima apabia Pengurus Paral Politk Tingkal Kabupalenfota dak
melengkapn dokumen persyaratan sampa dengan batas wakiu yang
ditentukan sebagaimana tersebul pada angka 3 huruf b, KPUKIF
Kabupaten/¥ota malalui KPU ProvinsitKIP Aceh melaporkan hal tersabut
kispada KPU paling lambat 3 (tiga) had setelah berakhimya pambarian
kesempatan uniluk melengkapi datam wakiu 1 x 24 jam terhiung sejak
berakhirmya waktu pendaftaran pukul 24,00 waktu setempat

KPU  ProvinsiKIP  Aceh  agar melakukan supervisl dan  segera
menjelaskan maksud sural KPU Inl kepada HPU/KIP Kabupaten/ata,
sera melaporkan kepada KPLU apabila menemul parmasalahan

Demikian untuk menjadi perhaban dan disksanakan dengan penuh

tanggung [awab




|. menerima persyaratan yang diserahkan oleh Partai Politik;

2. menerima rekapitulasi keanggotaan Partai Politik untuk setiap
kabupaten/kota;

3. meneliti kelengkapan pemenuhan dokumen persyaratan yang terdapat
dalam Sipol dan dokumen dalam bentuk hardcopy yang telah
diserahkan;

4. mencatat penerimaan dokumen pendaftaran menggunakan formulir
yang berisi:
a. nama Partai Politik;
b. hari, tanggal, dan waktu penerimaan;

c. tempat penerimaan dokumen;
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d. nama Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran;

e. jabatan Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran;

f. nomor telepon genggam Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran;
dan

g. tanda tangan Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran;

5. memberikan tanda terima penyerahan dokumen persyaratan dengan
menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam
huruf d kepada Partai Politik calon Peserta Pemilu; dan

6. Apabila terdapat kekurangan dokumen hardcopy yang diserahkan, KPU
mengembalikan seluruh dokumen persyaratan dan meminta Partai Politik untuk
kembali mendaftar sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.
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TUGAS KPU/KIP KABUPATEN /KOTA PA

SAAT PENDAFTARAN PARTAI POLITIK

|. menerima salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan salinan kartu
tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang disampaikan oleh
Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui
Petugas Penghubung;

2. menerima daftar nama dan alamat anggota Partai Politik yang
disampaikan oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau

sebutan lain melalui Petugas Penghubung menggunakan formulir
LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL;

3. meneliti kelengkapan dan kebenaran salinan kartu tanda anggota Partai
Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat
Keterangan dan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dengan
daftar nama dan alamat yang terdapat dalam Sipol; dan


FORMULIR Final/LAMPIRAN 1/1. SYARAT PARPOL/9. LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL.docx

TUGAS KPU/KIP KABUPATEN /KOTA PAD
SAAT PENDAFTARAN PARTAI POLITIK

4. memberikan tanda terima penyerahan dokumen menggunakan formulir

5.

MODEL TT.KPU/KIP KABUPATEN/KOTASPARPOL “kepada PeRgurls
Partai Politik melalui Petugas Penghubung Partai Politik calon Peserta
Pemilu tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.

Apabila terdapat kekurangan dokumen hardcopy yang telah diserahkan,
KPU/KIP Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen pemenuhan
persyaratan keanggotaan dan meminta Partai Politik untuk melengkapi
dan menyampaikan kembali sampai dengan batas akhir waktu
pendaftaran



FORMULIR Final/LAMPIRAN 1/2. BA PENDAFTARAN/3 MODEL TT.KPU.KABKOTA-PARPOL.docx

(]
1

ENDAFTARAN PARTAI POLITIK

Pendaftaran dilakukan oleh Pengurus Partai Politik tingkat pusat dengan
mengajukan surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai
Politik tingkat pusat sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia tentang kepengurusan Partai Politik yang sah, dengan
menggunakan formulir yang dibubuhi cap basah Partai
Politik.

» Dalam melakukan pendaftaran, Partai Politik wajib menyerahkan dokumen
persyaratan pendaftaran, dengan ketentuan:

a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat wajib menyerahkan dokumen
persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu dan formulir
pendaftaran kepada KPU; dan

b. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain wajib

menyerahkan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik kepada
KPU/KIP Kabupaten/Kota



FORMULIR Final/LAMPIRAN 1/1. SYARAT PARPOL/1. MODEL F-PARPOL.docx

DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
YANG WAJIB DISERAHKAN KEPADA KPU

|. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai
Politik tingkat pusat yang dibuat dengan menggunakan formulir
dalam | (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap

basah;

2. surat keterangan yang menyatakan Partai Politik tingkat pusat
telah terdaftar sebagai badan hukum, yang dikeluarkan oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai bukti

pemenuhan persyaratan sebanyak | (satu) rangkap.
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PERSYARATAN PENDAFTARAN YANG WAJIB
HKAN KEPADA KPU

surat pernyataan memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi,
tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan dengan menggunakan formulir

yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat
pusat disertai cap basah, dilampiri:

a. daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat
pusat dengan menggunakan formulir ;

b. daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat
provinsi dengan menggunakan formulir ;

c. daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat
kabupaten/kota dengan menggunakan formulir
; dan

d. daftar susunan pengurus Partai Politik tingkat kecamatan dengan
menggunakan formulir
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4.

5.

N PERSYARATAN PENDAFTARAN YANG WAJIB
HKAN KEPADA KPU

salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tentang:
a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat;

b. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi; dan

c. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota;

surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang
penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga
puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik
tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai bukti pemenuhan persyaratan
dengan menggunakan formulir dan formulir

yang dibuat dalam | (satu) rangkap asli

yang dibubuhi cap basah;
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MEN PERSYARATAN PENDAFTARAN YANG
DISERAHKAN KEPADA KPU

surat pernyataan memiliki anggota Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu)
orang atau |/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan
Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan formulir

, Yang dibuat dalam | (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;

rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik setiap kabupaten/kota dengan

menggunakan formulir yang dibuat dalam
bentuk:

a. softcopy melalui Sipol; dan

b. hardcopy;
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EN PERSYARATAN PENDAFTARAN YANG WAJIB
HKAN KEPADA KPU

8. surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat

pusat, provinsi dan kabupaten/kota dari Camat atau sebutan lain atau
Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain, sebagai bukti pemenuhan persyaratan,
dengan dilampiri surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat pusat,
tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang menyatakan bahwa Kantor
Tetap kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya tersebut digunakan
sampai dengan tahapan terakhir Pemilu, yang dibuat dalam | (satu) rangkap
asli yang dibubuhi cap basah menggunakan formulir ;

9. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar
Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam | (satu)
rangkap asli yang dibubuhi cap basah, sebagai bukti pemenuhan persyaratan;



FORMULIR Final/LAMPIRAN 1/1. SYARAT PARPOL/15. MODEL F4-PARPOL.docx

EN PERSYARATAN PENDAFTARAN YANG
B DISERAHKAN KEPADA KPU

|0.salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai
Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebanyak |
(satu) rangkap, sebagai bukti pemenuhan persyaratan;

| |.salinan AD dan ART Partai Politik sebanyak | (satu) rangkap; dan

|2.nama dan tanda gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam
Pemilu dengan ukuran |0 x 10 cm (sepuluh kali sepuluh
sentimeter) berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk:

a. softcopy melalui Sipol; dan
b. hardcopy.




“DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
YANG WAJIB DISERAHKAN KEPADA KPU

Note:

Dalam hal alamat kepengurusan Partai Politik tingkat pusat tidak
sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia tentang susunan kepengurusan dewan pimpinan pusat
Partai Politik partai politik meminta surat keterangan dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.




MEN PERSYARATAN PENDAFTARAN YANG WAJIB

DISERAHKAN KEPADA KPU /KIP KABUPATEN /KOTA

daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah
kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL =20
PARPOL yang dibuat dalam bentuk:

a. softcopy melalui Sipol; dan

b. hardcopy; dan

salinan bukti kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk
elektronik atau Surat Keterangan, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau
|/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota
dalam bentuk hardcopy yang disusun secara berurutan sesuai dengan
daftar nama anggota Partai Politik untuk setiap desa/kelurahan atau
sebutan lain dalam satu kecamatan.
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DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN YANG
WAJIB DISERAHKAN KEPADA KPU /KIP
KABUPATEN /KOTA

Note:

|. Penyerahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik kepada
KPU/KIP Kabupaten/Kota dilakukan selama waktu pendaftaran;

2. Dalam hal Partai Politik memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan, KPU

menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima pendaftaran dengan
menggunakan formulir MODEL TT.KPU-PARPOL.

3. Partai Politik yang tidak kembali mendaftar tidak dapat mengikuti tahap
Penelitian Administrasi.
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PENELITIAN
ADMINISTRASI



ELITIAN ADMINISTRASI

Melakukan penelitian thd
kelengkapan dan keabsahan 4 {/

Menyusun hasil
penelitiah adm
I !

I
Melakukan penelitian thd
i -
dugaan;keanggotaan ganda |
Pﬂrtai Politik dan I
keanggotaan Partai Politik Menytlsun asli

pnelitian adm

KPU
KAB.KOTA




ENELITIAN ADMINISTRASI

|. KPU melakukan Penelitian Administrasi terhadap Partai
Politik calon Peserta Pemilu yang telah melengkapi
dokumen persyaratan pendaftaran.

2. Penelitian Administrasi dilakukan paling lama 30 (tiga
puluh) Hari setelah batas akhir waktu pendaftaran



“PENELITIAN ADMINISTRASI TINGKAT KPU

KPU melakukan Penelitian Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda
Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat
berdasarkan rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik dalam wilayah

kabupaten/kota menggunakan formulir
dan daftar nama anggota Partai Politik yang telah dimasukkan melalui Sipol

sebagaimana tercantum dalam formulir
2. Keanggotaan ganda terjadi apabila:
a. | (satu) orang menjadi anggota lebih dari | (satu) Partai Politik; dan/atau

b. | (satu) orang menjadi anggota lebih dari | (satu) dalam | (satu) Partai
Politik yang sama.
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“PENELITIAN ADMINISTRASI TINGKAT KPU

Keanggotaaan Partai Politik yang tidak memenubhi syarat terjadi apabila:

a. anggota Partai Politik berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia,
anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Aparatur Sipil Negara; dan/atau

b. anggota Partai Politik belum berusia |7 (tujuh belas) tahun pada waktu
pendaftaran dan/atau belum menikah.

Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian Administrasi terhadap dugaan
keanggotaan ganda terdapat:

a. keanggotaan ganda, KPU menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota
untuk dilakukan Verifikasi Faktual;

b. keanggotaan ganda keanggotaan hanya dihitung | (satu); dan

c. keanggotaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat, KPU menyampaikan
kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan Verifikasi Faktual



“PENELITIAN ADMINISTRASI TINGKAT KPU

Note:

(JApabila terdapat keraguan terhadap keabsahan dokumen persyaratan

Partai Politik, masyarakat dapat menyampaikan laporan tertulis kepada
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai
dengan sebelum penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.

dLaporan tertulis dari masyarakat dilampiri dengan:
v identitas kependudukan pelapor yang jelas;
v" bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya; dan

v' uraian mengenai penjelasan objek masalah yang dilaporkan.



“PENELITIAN ADMINISTRASI TINGKAT KPU

Note:

dlLaporan tertulis disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau

KPU/K

KPU,
melaku

P Kabupaten/Kota, laporan tersebut diteruskan kepada KPU.
KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat

<an klarifikasi atas laporan tertulis kepada instansi yang

berwenang

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan instansi
yang berwenang menuangkan hasil klarifikasi ke dalam berita acara.

JKPU akan mempertimbangkan berita acara hasil klarifikasi sebagai bahan
pertimbangan dalam penetapan Partai Politik Peserta Pemilu



P “PENELITIAN ADMINISTRASI TINGKAT KPU

5. KPU menuangkan hasil Penelitian Administrasi dengan menggunakan
formulir beserta lampirannya formulir
sampai dengan

6. KPU menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi
kepada:

a. Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung Partai Politik
tingkat pusat; dan

b. Bawaslu.

/. Penyampaian salinan berita acara dilakukan paling lama 2 (dua) Hari
setelah Penelitian Administrasi berakhir



FORMULIR Final/LAMPIRAN 1/3. PENELITIAN ADMINISTRASI/1 MODEL BA.ADM.KPU/1. MODEL BA.ADM.KPU-PARPOL.rtf
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ENELITIAN ADMINISTRASI TINGKAT

KPU /KIP KABUPATEN /KOTA

KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Penelitian Administrasi terhadap Partai
Politik yang telah melengkapi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik.

Penelitian dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak batas akhir waktu
pendaftaran

Penelitian Administrasi dilakukan dengan cara mencocokkan daftar nama anggota
Partai Politik yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL
dengan salinan bukti kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda
penduduk elektronik atau Surat Keterangan.

4. Apabila terdapat dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang tidak
memenuhi syarat, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual


FORMULIR Final/LAMPIRAN 1/1. SYARAT PARPOL/9. LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL.docx

ENELITIAN ADMINISTRASI TINGKAT

KPU /KIP KABUPATEN /KOTA

. Apabila pada saat ditemui anggota Partai Politik menyatakan sebagai anggota
Partai Politik lain dan bukan menjadi anggota Partai Politik tertentu,
keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar

anggota Partai Politik tertentu tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk
mengisi formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.

. Apabila anggota Partai Politik menyatakan sebagai anggota Partai Politik lain
dan bukan menjadi anggota Partai Politik tertentu, namun anggota yang
bersangkutan  tidak  bersedia  mengisi  formulir =~ LAMPIRAN 2

MODEL.BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, keanggotannya tetap dinyatakan
sah untuk Partai Politik tertentu tersebut.



FORMULIR Final/LAMPIRAN 1/3. PENELITIAN ADMINISTRASI/1 MODEL BA.ADM.KPU/3. LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.KPU-PARPOL.docx
FORMULIR Final/LAMPIRAN 1/3. PENELITIAN ADMINISTRASI/3 MODEL BA.ADM.KPU KAB-KOTA/1 MODEL BA.ADM.KPU KAB-KOTA-PARPOL.docx

/ ELITIAN ADMINISTRASI TINGKAT KPU /KIP.
KABUPATEN /KOTA

------ PU/KIP kabupaten/kota menuangkan hasil Penelitian Administrasi keanggotaan Partai
Politik ke dalam berita acara hasil Penelitian Administrasi dengan menggunakan
formulir MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL "beserta lampirannya SiGrmtilie
LAMPIRAN | MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KO TA-PARPOLE" dan""EANMP| RN
MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.

8. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian
Administrasi kepada:

a.Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas
Penghubung;

b.KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
c.Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
d.KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai arsip.

9. Penyampaian salinan dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Penelitian Administrasi
berakhir.



FORMULIR Final/LAMPIRAN 1/3. PENELITIAN ADMINISTRASI/3 MODEL BA.ADM.KPU KAB-KOTA/1 MODEL BA.ADM.KPU KAB-KOTA-PARPOL.docx
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ERBAIKAN DOKUM]

ERSYARATAN




d.

“PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN

—

alam hal berdasarkan hasil Penelitian Administrasi, dokumen persyaratan

Partai Politik dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat
dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik dapat memperbaiki dan/atau
melengkapi persyaratan administrasi.

2. Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan administrasi
dengan ketentuan:

Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui Petugas Penghubung
menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan kepada KPU; dan

Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui
Petugas Penghubung menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan
keanggotaan Partai Politik kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.




PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN

baikan syarat jumlah keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan ketentuan:

a. perbaikan rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota

paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan, dengan menggunakan formulir
dalam bentuk:

|) softcopy melalui Sipol; dan
2) hardcopy;

. perbaikan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah
kabupaten/kota paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan, dengan
menggunakan formulir dalam bentuk:

|) softcopy melalui Sipol; dan
2) hardcopy;

c. jumlah salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk

elektronik atau Surat Keterangan yang diserahkan paling sedikit sejumlah
kekurangan keanggotaan berdasarkan hasil Penelitian Administrasi.



FORMULIR Final/LAMPIRAN 1/1. SYARAT PARPOL/11. LAMPIRAN 1 MODEL F2.HP-PARPOL.docx
FORMULIR Final/LAMPIRAN 1/1. SYARAT PARPOL/12. LAMPIRAN 2 MODEL F2.HP-PARPOL.docx

ERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN

enyampaian perbaikan persyaratan dokumen administrasi dilakukan paling lama
|4 (empat belas) Hari setelah KPU dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan
hasil Penelitian Adminsitrasi.

Perbaikan dokumen persyaratan dilakukan hanya terhadap dokumen yang
dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak
memenuhi syarat pada Penelitian Administrasi.

Dalam hal Partai Politik telah memenuhi kelengkapan perbaikan dokumen
persyaratan, KPU menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima perbaikan
dokumen persyaratan dengan menggunakan formulir MODEL TT.HPKPU-
PARPOL.

Dalam hal Partai Politik telah memenuhi kelengkapan perbaikan dokumen
persyaratan, KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dokumen dan menyerahkan

tanda terima perbaikan dokumen persyaratan dengan menggunakan formulir
MODEL TT.HPKPU.KAB/KOTA-PARPOL.



FORMULIR Final/LAMPIRAN 1/2. BA PENDAFTARAN/2 MODEL TT.HP.KPU-PARPOL.doc
FORMULIR Final/LAMPIRAN 1/2. BA PENDAFTARAN/4 MODEL TT.HP.KPU.KAB-KOTA-PARPOL.doc

ERB AIKAN DOKUMEN PERSYARATAN

O KPU melakukan Penelitian Administrasi terhadap perbaikan persyaratan
yang disampaikan oleh Partai Politik dengan menempuh prosedur

AKPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Penelitian Administrasi terhadap
perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik dengan menempuh
brosedur.

dPenelitian Administrasi terhadap perbaikan persyaratan dilakukan paling
lama 10 (sepuluh) Hari setelah batas akhir waktu perbaikan dokumen
persyaratan administrasi



ELITIAN ADMINISTRASI P.

L RBAIKAN




NELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN

KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil Penelitian Administrasi perbaikan
persyaratan keanggotaan Partai Politik dengan menggunakan formulir M e
BA.ADM.HPKPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta™"“lampirannya sebagaifnana
tercantum dalam LAMPIRAN | MODEL BA ADM.HPKPU.KAB/KOTA=
PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.HPKPU.KAB/KOTA-PARPOL.

KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian
Administrasi perbaikan persyaratan kepada:

a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui
Petugas Penghubung;

b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
c. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
d. KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai arsip.



FORMULIR Final/LAMPIRAN 1/3. PENELITIAN ADMINISTRASI/4 MODEL BA.ADM.HP.KPU KAB-KOTA/1 MODEL BA.ADM.HP.KPU KAB-KOTA-PARPOL.docx
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FORMULIR Final/LAMPIRAN 1/3. PENELITIAN ADMINISTRASI/4 MODEL BA.ADM.HP.KPU KAB-KOTA/3 LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.HP.KPU KAB-KOTA-PARPOL.docx

ADMINISTRASI PERBAIKAN KPU /KIP

PATEN/KOTA

KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil Penelitian Administrasi perbaikan persyaratan
keanggotaan Partai Politik dengan menggunakan formulir MODEL BA ADM HEKPUKABECOTA
PARPOL beserta Ilampirannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN | CEL
BA.ADM.HPKPU.KAB/KOTA-PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.HPKPUKABNSSIAS
PARPOL.

KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi perbaikan
persyaratan kepada:

a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung;
b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;

c. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan

d. KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai arsip.

Penyampaian salinan berita acara dilakukan paling lama 2 (dua) Hari sebelum Penelitian Administrasi
perbaikan berakhir


FORMULIR Final/LAMPIRAN 1/3. PENELITIAN ADMINISTRASI/4 MODEL BA.ADM.HP.KPU KAB-KOTA/1 MODEL BA.ADM.HP.KPU KAB-KOTA-PARPOL.docx
FORMULIR Final/LAMPIRAN 1/3. PENELITIAN ADMINISTRASI/4 MODEL BA.ADM.HP.KPU KAB-KOTA/2 LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.HP.KPU KAB-KOTA-PARPOL.docx
FORMULIR Final/LAMPIRAN 1/3. PENELITIAN ADMINISTRASI/4 MODEL BA.ADM.HP.KPU KAB-KOTA/3 LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.HP.KPU KAB-KOTA-PARPOL.docx

“PENYUSUNAN BERITA ACARA HASIL
PERBAIKAN

KPU menyusun berita acara hasil Penelitian Administrasi
perbaikan persyaratan dengan menggunakan formulir
beserta lampirannya sebagaimana
tercantum  dalam  formulir
sampai dengan
, berdasarkan:

a. hasil Penelitian Administrasi perbaikan persyaratan; dan

b. hasil  Penelitian  Administrasi  perbaikan  persyaratan
keanggotaan Partai Politik.



FORMULIR Final/LAMPIRAN 1/3. PENELITIAN ADMINISTRASI/2 MODEL BA.ADM.HP.KPU/1. MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL.docx
FORMULIR Final/LAMPIRAN 1/3. PENELITIAN ADMINISTRASI/2 MODEL BA.ADM.HP.KPU/2. LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL.rtf
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"PENYUSUNAN BERITA ACARA HASIL
PERBAIKAN

2. KPU menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian

Administrasi perbaikan kepada:

a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui Petugas
Penghubung; dan

b. Bawaslu.

. Penyampaian salinan berita acara dilakukan paling lama 3 (tiga)
Hari setelah Penelitian Administrasi perbaikan berakhir.

KPU mengumumkan hasil Penelitian Administrasi di media cetak,
media elektronik, papan pengumuman dan laman KPU



VERIFIKASI FAKTUAL



.l ERIFIKASI FAKTUAL

|. jumlah dan susunan Pengurus Partai Politik

verifikasi faktual

o, kepengurusan di tingkat pusat;
O thd 2. pemenuhan keterwakilan perempuan pada
o —> kepengurusan Partai Politik tingkat pusat

paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan

3. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan
Partai Politik tingkat pusat sampai
berakhirnya tahapan Pemilu

KPU

Rekapitulasi
hasil verifikasi
faktual

pengurus




“HASIL P

(%)
Z,

ELITIAN ADMINISTRASI \

________

O KPU menyampaikan dokumen hasil Penelitian Administrasi Partai Politik
calon Peserta Pemilu untuk dilakukan Verifikasi Faktual, kepada:

= KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
=  KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.

dPenyampaian dokumen hasil Penelitian Administrasi dilakukan paling lama
4 (empat) Hari setelah Penelitian Administrasi perbaikan berakhir.

A KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan
Verifikasi Faktual terhadap Partai Politik yang lulus Penelitian Administrasi



ERIFIKASI FAKTUAL TINGKAT KPU

KPU melakukan Verifikasi Faktual untuk membuktikan keabsahan
dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu
yang meliputi:

a. jumlah dan susunan Pengurus Partai Politik di tingkat pusat;

b. pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan
Partai Politik tingkat pusat paling sedikit 307% (tiga puluh
persen); dan

c. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik
tingkat pusat sampai berakhirnya tahapan Pemilu.



ERIFIKASI FAKTUAL TINGKAT KPU

U melakukan Verifikasi Faktual dengan ketentuan:

a.Verifikasi Faktual persyaratan dilakukan dengan mendatangi Kantor Tetap
Pengurus Partai Politik tingkat pusat untuk mencocokkan kebenaran daftar
nama pengurus yang tercantum dalam formulir
, dengan nama Pengurus Partai Politik yang bersangkutan;

b. Verifikasi Faktual persyaratan dilakukan dengan mendatangi Kantor Tetap
Pengurus Partai Politik tingkat pusat untuk mencocokkan kebenaran
daftar nama pengurus perempuan yang tercantum dalam formulir

, dengan Pengurus Partai Politik yang
bersangkutan; dan



FORMULIR Final/LAMPIRAN 1/1. SYARAT PARPOL/3. LAMPIRAN 1 MODEL F1-PARPOL.docx
FORMULIR Final/LAMPIRAN 1/1. SYARAT PARPOL/14. LAMPIRAN MODEL F3-PARPOL  Usulan (1).docx

ERIFIKASI FAKTUAL TINGKAT KPU

“Verifikasi Faktual persyaratan dilakukan dengan cara mendatangi Kantor
Tetap Pengurus Partai Politik tingkat pusat untuk:
| )mencocokkan domisili Kantor Tetap yang tercantum dalam surat

keterangan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat pusat dari Camat
atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain; dan

2)memastikan kebenaran surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat
pusat mengenai penggunaan kantor tetap berlaku sampai dengan tahapan
terakhir Pemilu.

3. Verifikasi Faktual dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah penyampaian
hasil Penelitian Administrasi.



ERIFIKASI FAKTUAL TINGKAT KPU

:KPU menuangkan hasil Verifikasi Faktual dalam berita acara dengan
menggunakan formulir dan formulir

5.KPU menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi Faktual kepada:
a.Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui Petugas Penghubung; dan
b.Bawaslu.

6.Penyampaian salinan berita acara hasil Verifikasi Faktual dilakukan paling
lama 2 (dua) Hari setelah Verifikasi Faktual berakhir.


FORMULIR Final/LAMPIRAN 1/4. BA VERIFIKASI FAKTUAL/MODEL BA.FK.KPU/1 MODEL BA FK KPU/1 MODEL BA.FK.KPU-PARPOL.docx
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““VERIFIKASI FAKTUAL TINGKAT KPU
PROVINSI/KIP ACEH

KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi Faktual setelah menerima
dokumen hasil Penelitian Administrasi Partai Politik.

2. Verifikasi Faktual dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran
persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang meliputi:

a. jumlah dan susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi;

b. pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada
kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi; dan

c. domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi
sampai dengan tahapan terakhir Pemilu.




VERIFIKASI FAKTUAL TINGKAT KPU
PROVINSI/KIP ACEH

. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi Faktual dengan ketentuan:

a. Verifikasi Faktual persyaratan dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap
pengurus Partai Politik tingkat provinsi untuk mencocokkan kebenaran daftar
nama pengurus yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL FlI-
PARPOL, dengan nama pengurus Partai Politik yang bersangkutan; dan

b. Verifikasi Faktual persyaratan dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap
pengurus Partai Politik tingkat provinsi untuk:

|.mencocokkan domisili Kantor Tetap yang tercantum dalam surat keterangan
alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat provinsi dari Camat atau sebutan lain
atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain; dan

2.memastikan kebenaran surat pernyataan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi
mengenai penggunaan kantor tetap berlaku sampai dengan tahapan terakhir
Pemilu.




“VERIFIKASI FAKTUAL TINGKAT KPU
PROVINSI/KIP ACEH

Verifikasi Faktual dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima hasil
Penelitian Administrasi dari KPU.

KPU Provinsi/KIP Aceh menuangkan hasil Verifikasi Faktual dalam berita acara
dengan menggunakan formulir MODEL dan
formulir

KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi
Faktual kepada:

a. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan lain melalui Petugas
Penghubung;

b. KPU; dan
c. Bawaslu Provinsi.

Penyampaian salinan berita acara dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah
Verifikasi Faktual berakhir.



FORMULIR Final/LAMPIRAN 1/4. BA VERIFIKASI FAKTUAL/MODEL BA.FK.KPU PROV/1 MODEL BA FK KPU PROV/MODEL BA.FK.KPU.PROV-PARPOL.docx
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VERIFIKASI FAKTUAL TINGKAT KPU /KIP

KABUPATEN /KOTA

|. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual setelah:
a. menerima dokumen hasil Penelitian Administrasi Partai Politil; dan

b. melakukan Penelitian Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan
Partai Politik

2. Verifikasi dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan
Partai Politik yang meliputi:
a. jumlah dan susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat kabupaten/kota atau
sebutan lain;

b. pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada
kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;

c. domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau
sebutan lain sampai dengan tahapan terakhir Pemilu; dan



VERIFIKASI FAKTUAL TINGKAT

KPU /KIP KABUPATEN /KOTA

3. 'KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual dengan ketentuan:

a. Verifikasi Faktual persyaratan dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap
Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk mencocokkan kebenaran
daftar nama pengurus yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 4 MODEL
F1-PARPOL dengan nama pengurus Partai Politik yang bersangkutan;

b. Verifikasi Faktual persyaratan dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap
Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk:

) mencocokkan domisili Kantor Tetap yang tercantum dalam surat
keterangan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota dari
Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain; dan
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ERIFIKASI FAKTUAL TINGKAT KPU /KIP
KABUPATEN/KOTA

2) memastikan kebenaran surat pernyataan pimpinan partai politik
tingkat kabupaten/kota mengenai penggunaan Kantor Tetap
berlaku sampai dengan tahapan terakhir Pemilu; dan

c. Verifikasi Faktual persyaratan keanggotaan Partai Politik dilakukan
dengan menemui anggota Partai Politik yang tercantum dalam
LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL untuk mencocokkan kebenaran
dan kesesuaian identitas anggota pada kartu tanda anggota dan kartu
tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan melalui metode
sensus atau metode sampel acak sederhana.
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[FIKASI FAKTUAL TINGKAT KPU /KIP

KABUPATEN /KOTA

KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual dalam berita acara
menggunakan formulir MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta lampirannya
tercantum dalam Lampiran | MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL sampai dengan
LAMPIRAN 4 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.

KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi Faktual
kepada:

a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas
Penghubung;

b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
c. Bawaslu Kabupaten/Kota.

d. Arsip kpu kab.

Penyampaian salinan berita acara paling lama 3 (tiga) Hari setelah Verifikasi Faktual
berakhir



d.

ERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN

Perbaikan persyaratan untuk kepengurusan dan keterwakilan perempuan paling
sedikit 30% (tiga puluh persen) dilakukan dengan ketentuan:

Pengurus Partai Politik tingkat pusat menghadirkan Pengurus dan/atau
menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi Faktual oleh
KPU;

Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan lain menghadirkan
pengurus dan/atau menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan

Verifikasi Faktual oleh KPU Provinsi/KIP Aceh; dan

Pengurus Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota atau sebutan lain
menghadirkan pengurus dan/atau menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk
dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.




PERBAIKAN PERSYARATAN PARTAI
POLITIK HASIL VERIFIKASI FAKTUAL




PERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN
o

€rbaikan persyaratan Kantor Tetap dilakukan dengan ketentuan:

a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat menunjukkan dokumen
yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU;

b. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan lain

menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan
Verifikasi Faktual oleh KPU Provinsi/KIP Aceh; dan

c. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain

menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan
Verifikasi Faktual oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota




AERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN

—

Perbailkan persyaratan keanggotaan Partai Politik

a. verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik yang dilakukan dengan metode
sensus, perbaikan persyaratan dilakukan dengan:

|. menyerahkan rekapitulasi anggota partai politik paling sedikit sejumlah
kekurangan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU; dan

2. menyerahkan salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda
penduduk elektronik atau Surat Keterangan paling sedikit sejumlah
kekurangan, oleh Pimpinan Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota

kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota

b. verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan metode sampel
acak sederhana, perbaikan persyaratan dilakukan dengan menyerahkan
keanggotaan paling sedikit 1.000 (seribu) atau |/1.000 (satu perseribu) dari
jumlah Penduduk pada setiap daerah kabupaten/kota yang belum memenuhi
syarat keanggotaan



RIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN

rtai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat daerah kabupaten/kota
melakukan perbaikan persyaratan kepengurusan, keterwakilan perempuan paling
sedikit 30% (tiga puluh persen), dan Kantor Tetap paling lama 5 (lima) Hari setelah
pemberitahuan hasil Verifikasi Faktual.

3 Partai Politik tingkat pusat dan tingkat daerah kabupaten/kota melakukan
perbaikan persyaratan keanggotaan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah
penyampaian hasil Verifikasi Faktual

0 Perbaikan persyaratan keanggotaan meliputi rekapitulasi jumlah anggota Partai
Politik hasil perbaikan dalam wilayah daerah kabupaten/kota tercantum dalam
LAMPIRAN | MODEL F2.HP-PARPOL dan daftar nama dan alamat anggota Partai
Politik hasil perbaikan dalam wilayah daerah kabupaten/kota sebaimana tercantum
dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2.HP-PARPOL




VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN
PERSYARATAN PARTAI POLITIK



o _
KPU
KAB/KOTA

———>

KPUPROV = —====3>

Melakukan verifikasi faktual sesuai
dengan prosedur

menyusun berita acara Verifikasi
Faktual hasil perbaikan dalam rapat
pleno terbuka yang dapat dihadiri
oleh partai politik calon peserta
pemilu dan Bawaslu
Kabupaten/Kota

menyampaikan salinan berita acara
Verifikasi Faktual hasil perbaikan
melakukan rekapitulasi hasil
Penelitian Administrasi dan
Verifikasi  Faktual kepengurusan,
keterwakilan perempuan, domisili
Kantor Tetap, dan keanggotaan
Partai Politik calon Peserta Pemilu
dan disampaikan kepada pihak-
pihak

Melakukan verifikasi faktual sesuai
dengan prosedur
menyusun berita acara Verifikasi

Faktual hasil perbaikan

menyampaikan salinan berita acara
Verifikasi Faktual hasil perbaikan
melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi
Faktual Partai Politik calon Peserta
Pemilu dalam rapat pleno terbuka
setelah menerima berita acara hasil

Verifikasi  Faktual dari KPU/KIP
Kabupaten/Kota

menyampaikan berita acara
rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual

kepada para pihak

Melakukan verifikasi faktual sesuai
dengan prosedur

menyusun berita acara Verifikasi
Faktual hasil perbaikan
menyampaikan salinan berita acara
Verifikasi Faktual hasil perbaikan
kepada para pihak

melakukan rekapitulasi nasional hasil
Verifikasi Faktual dalam rapat pleno
terbuka setelah menerima berita
acara hasil rekapitulasi dari KPU
Provinsi/KIP Aceh

menyampaikan salinan berita acara
Verifikasi Faktual hasil perbaikan
kepada para pihak




_ andkah kemungkinan pendaftaran PARPOL
u 20247?

» Pasca putusan MK No.48/PUU-XI1X/202 | yang
mempermasalahkan putusan MK No.55/PUU-XVIII/2020 yg
keduanya memutuskan dg amar putusan :

- Partai peserta pemilu 2019 (Lulus verifikasi Pemilu 2019)
dan memenuhi Parliamentary Tresold, punya wakil di DPR RI,
DRPRD hanya di verifikasi administrasi.

- Parpol peserta Pemilu 2019 yang tidak memenuhi PT,
punya wakil di DPRD ataupun .tidak dan Partai baru
dilakukan vermin verfak.

Kemungkinan akan ada PKPU baru terkait pendaftaran
Parpol







Terima Kasih




